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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan permaslahan dan pembahasan data yang diperoleh dari 

penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien baik pasien umum maupun 

pasien perserta BPJS telah diaturdalam beberapa undang-undang yaitu 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Praktik 

Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Rumah Sakit. 

Dalam semua undang-undang tersebut mengatur hak-hak pasien terutama 

untuk hak pasien untuk mendapatkan pelayanan dan faasilitas yang baik untuk 

kesehatannya. Untuk itu apabila pasien peserta BPJS mendapatkan pelayanan 

yang tidak sesuai dengan standar rumah sakit, maka perlindungan hukum bagi 

pasien BPJS adalah peserta BPJS dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak 

rumah sakit sebagai penyelenggara kesehatan dan/atau tenaga kesehatan. 

Selain itu penyelenggara kesehatan juga dapat dikenai sanksi pidana 

sebagaimana diatur dalam Pasal 190 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan. 

2. Kriteria pertanggungjawaban rumah sakit dan dokter yang tidak memberikan 

pelayanan kesehatan sebagaimana ditentukan ada tiga kriteria yaitu kriteria 
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berdasar pada hukum perdata , hukum administrasi dan ketiga adalah berupa 

hukum pidana, yaitu: 

a) Kriteria berdasarkan hukum perdata diantaranya adalah pasien harus 

mengalami suatu kerugian, ada kesalahan atau kelalaian dari dokter, ada 

hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan, perbuatan yang dilakukan 

melanggar hukum untuk itu pasien yang merasa dirugikan oleh rumah sakit 

dan dokter dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti kerugian. 

b) Kriteria pelanggaran terhadap kebijakan atau ketentuan hukum adminstrasi 

dapat berakibat sanksi hukum administrasi  yang dapat berupa pencabutan 

isin usaha atau pencabutan status badan hukum bagi rumah sakit, 

sedangkan bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya dapat berupa teguran 

lisan atau tertulis, pencabutan surat ijin praktek, penundaan gaji berkala 

atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. 

c) Kriteria hukum pidana, kriteria dari hukum pidana adalah harus ada 

perbuatan yang dipidana dengan kata lain perbuatan tersebut termuat dalam 

undang-undang, perbuatan harus bertentangan dengan hukumm dan harus 

ada kesalahan pada pelaku. Perbuatan pidana ini akan melahirkan tanggung 

jawab pidana berupa denda dan pencabutan ijin operasional rumah sakit. 

Sedangkan untuk dokter, diatur dalam KUHPidana yaitu pasal-pasal 

mencakup kesalahan yang didasarkan pada kesengajaan antara lain Pasal 

267, Pasal 299, Pasal 304, Pasal 322, Pasal 344, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 
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348, dan Pasal 349 KUHPidana. Sedangkan dasar kealpaan/kelalaian pasal 

267 KUHPidana. 

B. Saran 

1. Bagi BPJS 

Penyelenggaraan jaminan sosial yang dilaksanakan oleh BPJS yang bertujuan 

untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang baik harus ditunjang dengan sistem pengawasan 

dan regulasi yang jelas agar rumah sakit yang menjadi bagian dari 

pelaksanaan program BPJS dapat memberikan pelayanan kesehatan yang 

optimal kepada pasien peserta BPJS. 

2. Bagi fasilitas kesehatan mitra BPJS:  

Dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien peserta BPJS harus 

memberikan pelayanan yang bail dan maksima sebagaimana diatur oleh 

undang-undang sehingga tidak ada pihak-pihak yang akan dirugikan, selain itu 

diharapkan adanya perbaikan fasilitas kesehatan-fasilitas agar pasien peserta 

BPJS tidak harus dipndah-pindah dengan alasan peralatan tidak lengkap.. 

3. Bagi Pasien peserta BPJS 

Dalam menerima pelayanan kesehatan dari pihak rumah sakit dan pihak-pihak 

yang  berkaitan seperti dokter, perawat dan petugas administrasi, pasien 

diharapkan lebih berani dalam mengungkapkan keluhan atas pelayanan yang 

diterima. 
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